DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar
Maju, Bandung, 2008.

Abdilla Fauzi Achmad, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik,
Cetakan Kesatu, Golden Terayon Press, Jakarta, 2012.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 2010.
, Hukum Administrass Dalam Praktik Tindak Pidana

Korupsi, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media,
Jakarta, 2014.

Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rgja Grafindo Persada, Jakarta,
2002.

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar
Grafika, Jakarta, 2007.

, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan : Pemberian Hak Atas Tanah
Negara, Sertipikat dan Permasalahannya, Prestas Pustaka, Jakarta,
2002.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raga
Grafindo, Jakarta, 2004.

Anang Husni, Hukum, Birokrasi, dan Budaya, Cetakan Kesatu, Genta
Publishing, Y ogyakarta, 2009.

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2001.

Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad
XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.

153



Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
1999.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1998.

, Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke | ¢d VIII dan
Konvensi Hukum Nasional 2008, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

,  Masalah Penegakan Hukum dan  Kebijakan
Penanggulangan Kegjahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.

, Opini Kebijakan Agraria, Margaretha Pustaka, Jakarta,

2014.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Hukum Tanah Nasional,
Djambatan, Jakarta, 2007.

, Hukum Agraria I ndonesia, Djambatan, Jakarta, 2005.

, Hukum Agraria Indonesia, Sgjarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria |s dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,
2008.

,  Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,
Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.

Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Balai Buku Ichtiar, Jakarta,
1961.

, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta,
2002.

C.S.T. Kansil dan Christine.S.T.Kansil, IImu Negara (Umum dan Indonesia),
Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Dirman, Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia, J.B.
Wolters, Jakarta, 1958.

Djamanat Samosir, Hukum Adat I ndonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

154



Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty,
Y ogyakarta, 1987.

Eddy Ruchiyat, Politik Nasional Sampai Orde Baru, Alumi, Bandung,
1984.

, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformas,
Alumni, Bandung, 1999.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama,
Edis Pertama, Grahallmu, Y ogyakarta, 2010.

Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rgawali, Jakarta,
1991.

Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

FX. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Indepth
Publishing, Bandar Lampung, 2012.

G. Kartasapoetra, dkk., Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Guse Prayudi, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui,
Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan
Dilengkapi dengan Yurisprudensi, Cetakan Kedua, Boya BookK,
Jakarta, 2008.

Hambai Thalib, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan
Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar
Kodifikas Hukum Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

[Thami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi
Hukum Pidana di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

J. C. T. Simorangkir dkk., Kamus Hukum, Cetakan VII, Sinar Grafika,
Jakarta, 2002.

Juhaya S. Pragja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kesatu, Pustaka
Setia, Bandung, Bandung, 2011.

L.J. Van Apedoorn, Pengantar [Imu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
2004.

155



Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
I mplementasi, Kompas, Jakarta, 2001.

, Konflik Pertanahan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2005.

, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulas dan
I mplementasi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2005.

Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporas & Tax Amnesty
Dalam Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta,
2012.

, Pemberantasan Korups dan Good Governance, Cetakan
Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.

Marwan Mas, Pengantar |Imu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Mastra Liba, 14 Kendala Penegakan Hukum, Y ayasan Annisa, Jakarta, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2006.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Citra Media,
Y ogyakarta, 2007.

Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supremas Hukum, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2001.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010.

Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketiga, Edisi
Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan-nya,
Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta
Bakti, Bandung, 1996.

156



, Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, 2002.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana di I ndonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

R. Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru, Bandung,
1962.

Ramli Zein, Hak Penggelolaan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria,
Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kegahatan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Y ogyakarta,
2013.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Eresco, Bandung, 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, Politik Kekuasaan dan Hukum, Universitas
Diponegoro, Semarang, 1998.

Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju,
Bandung, 2007.

Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Armico, Bandung,
1985.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979.

, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

, Masalah Penegakan Hukurn Suatu Tinjanan Sosiologis,
Sinar Baru, Bandung, 1993.

, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006.

, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan
Kesatu, Genta Publishing, Y ogyakarta, 2009.

Soedargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni,
Bandung, 1993.

Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Keahatan, STHB Press,
Bandung, 2002.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan
Bisnis, UPP AMP YKPN, Y ogyakarta, 2003.

157



Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 1986.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung,
1986.

, Hukum Pidana |, Y ayasan Sudarto, Semarang, 1990.

, Hukum Pidana, Jilid |A dan IB, Fakultas Hukum Unsoed
Purwokerto, Purwokerto, 1990.

, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Alumni,
Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Y ogyakarta, 1999.

Sunarto D.M., Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Universitas
Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah Menemukan Keadilan,
Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah,
Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tahir Azhari, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian
Kebijakan Kriminsalisas dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelgar,
Y ogyakarta, 2005.

Tim KBBI, Kamus Besar Bahasa I ndonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

W. Gulo, Metode Pendlitian, Gramedia Widiasarana | ndonesia, Jakarta, 2002.

Wasis S.P., Pengantar 1Imu Hukum, UMM Pres, Malang, 2002.

158



Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Tota Media,
Y ogyakarta, 20009.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2008.

, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung,
1981.

. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa |lzin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa |zin Yang Berhak Atau
Kuasanya.

. Jurnal Hukum/M akalah :

Arie V. Sendow, Masalah Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara
Di Kabupaten Minahasa, Jurna Hukum, Vol. XXI No. 4, Edis
Khusus, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado, April-
Juni 2013.

Edi Setiadi, Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana, Syiar
Madani, Jurna 1lmu Hukum, No. IV No. 2, Juli 2002.

Mukhlis R., Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru,
Jurna 1lmu Hukum, Val. 4 No. 1, Pekanbaru, 2012.

159



Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari
Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal, Lex Privatum
Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013.

. Tess:

Eti Kurniash, Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara
Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perumahan BPT Di
Kota Bogor), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program
Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

. Skripsi :

Yohanis Sumule Datutiku, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Penggelapan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Toraja Utara (Studi
Kasus Di Kabupaten Toraja Utara 2012-2015), Skripsi, Fakultas
Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

. Internet :

ArtiKata.com, Definisi Penegakan, diakses dalam http://www.artikata.com/
arti-380786-penegakan.html, tanggal 10 Juni 2016, jam : 6.08 pm.

, Definisi  Penyerobotan, diakses dalam http://www.arti
kata.com/arti-378153-penyerobotan.html, tanggal 10 Juni 2016, jam :
6.03 pm.

Boedi Djatmiko, Tanah Negara dan Wewenang Pemberiannya, diakses
dalam sertifikattanah.blogspot.co.id/2008/08/tanah-negara-dan-wewe
nang-pemberian.html?m=1, tanggal 15 Agustus 2016, waktu : 3.38.pm.

Ivor Ignasio Pasaribu, Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam

Perspektif Pidana, diakses pada http://www.hukumproperti.com,
tanggal 24 Agustus 2016, jam : 2.30 pm.

160



